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PUTUSAN
Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Tng

-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara
agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3671111506770001, lahir di Tangerang pada tanggal

15 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan XxXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal
(Didepan Perumahan Kunciran Mas) di XXXXXXXX XXXXX,
Kecamatan Pinang, XxxX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,
nomor telepon 082311943460/081386486726, sebagai
Pemohon,;
Lawan
TERMOHON, lahir di Pemalang pada tanggal 03 Mei 1989, umur 35

tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXXX, semula bertempat tinggal di xxx
XxXxxxxX RT 004 RW 015, Kelurahan XXXXXXXX XXXXX,
Kecamatan Pinang, XXxX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,
XXXXX XXX XXX XXXXX XXXXXXXXK XXXX XXXXXK XXX XXXXXXK
XXXXXKXXXX XXXKKK XXXXX XXX XXXXK XXXX XX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXK XXXXXK XX XXKK XXXKKK XXXXXXX,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 12
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Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Tng,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah
yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Senin tanggal
10 April 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 10 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah
tangga terakhir tinggal bersama xxx xxxxxx RT 004 RW 015, Kelurahan
XXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Pinang, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam
keadaan ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar
kurang lebih pada bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
4.1. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah lahir
yang diberikan oleh Pemohon;
4.2 Termohon sering jarang pulang ke kediaman bersama
selama sama Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan April 2023 yang mana
Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali
sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan
sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan
hasil;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke
keluraga Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan
Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan permohonan cerai
talaknya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Nomor 474.1/198-
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Kuin/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Lurah XXxXXxxxx
XXXXX XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXX  XXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXX, tertanggal 22 April 2024;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:
Primair:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor
1520/Pdt.G/2024/PA.Tng Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara Majelis telah
memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya tetap
mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, tetapi tidak

berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan No 1520/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara
Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat
dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan
Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak
berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut yang dalil-
dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK
XXXXXxXX, yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxx xxxxxxxxx tanggal
24 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxxxxxxX, Provinsi
Jawa Tengah tanggal 10 April 2017, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Pemohon Nomor
XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXKKK XXXXX,  XXXXXXXXK  XKKKKK,  XXXX  XXXXXXXXX,
tertanggal 03 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan
paraf Ketua Majelis;
B. Saksi-Saksi

2.1 xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXX,

Kecamatan Pinang, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXxxX, di bawah
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sumpah  memberikan  keterangan yang pada  pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx RT 004 RW 015,
Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pinang, XXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon Bahwa Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan April 2023;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali
mendengar perselisihan tersebut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang ketika
diberi nafkah lahir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
akhir bulan April 2023 dan sampai sekarang tidak pernah
setempat tinggal lagi karena Termohon telah pergi ketempat yang
tidak dikenal keberadaannya;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon serta Termohon telah pernah
mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil ditemukan;

2.2 XxXxxxX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di XXX XXXXXX XXXX

XXXXXXXXX Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pinang,
XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai belum dikaruniai
anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan April 2023;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon vyang tidak rukun dan pernah mendengar
perselisihan tersebut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon karena selalu merasa kurang atau tidak cukup
ketika diberi nafkah lahir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman
bersama sejak akhir bulan April 2023 dan sampai sekarang tidak
pernah setempat kediaman bersama lagi karena Termohon telah
pergi ketempat yang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon serta Termohon telah pernah
mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil diketahui;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan
bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu
mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada awal persidangan telah
memeriksa identitas pihak berperkara ternyata berdasarkan bukti P1 berupa
fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal
3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan
aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, yang isinya menunjukkan
bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemohon beridentitas sama seperti yang
tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkara perceraian
antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan
Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun
2006 dan diubah kembali dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009,
perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beralamat sesuai
dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon
terbukti bahwa Termohon beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di
dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti alamat
Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative
Pengadilan Agama Tangerang oleh sebab itu Pemohon mengajukan
perkaranya ke Pengadilan Agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 66
ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbnag, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara tersebut;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan relaas panggilan, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR,
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir di persidangan,
maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 130 ayat 1
HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo
Pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya
memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonanya Pemohon mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon
mengajukan bukti bertanda P2;

Menimbang, bahwa bukti P2  tersebut merupakan fotokopi sah dari
suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen telah
sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan
telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan
isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Pemohon dengan
Termohon telah menikah dan merupakan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti,
oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon
adalah suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang telah memenuhi
syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa
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permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak
yang memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon
dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April 2023
sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon tidak setempat tinggal
lagi sejak akhir bulan April 2023 yang lalu atau seperti terurai diduduk perkara
diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan jo Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu didengar
keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut
dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, P3 dan dua orang
saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda
P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah dipertimbangkan ketika
mempertimbangkan komeptensi relative permohonan Pemohon dan bukti P2
telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan hubungan pernikahan
Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa fotokopi Surat
Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah
sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sehingga dapat dipertimbangkan vide Pasal 1870 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB).
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Berdasarkan bukti a quo, terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya di
wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon
di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut
telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan
persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta
tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara
materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa
yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan
yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling
menguatkan serta relevan dengan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling
bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalii permohonan
Pemohon) pada pokoknya adalah sejak akhir bulan April 2023 yang lalu
Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan
sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saksi
yang telah memenuhi syarat formil tersebut ternyata telah memenuhi syarat
materi saksi sesuai dengan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan
jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta
keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang
dekat dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan
Pemohon dan memenuhi akan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalii permohonan Pemohon
dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat

kediaman bersama sejak akhir bulan April 2023 yang lalu dan sampai
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sekarang tidak setempat kediaman bersama lagi karena Termohon telah

pergi ketempat yang tidak dikenal keberadaannya;

b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum
tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi perselisihan terus menerus sejak akhir bulan April 2023 yang lalu
dan tidak dapat dirukunkan lagi yang ditandai dari Pemohon dengan Termohon
sejak akhir bulan April 2023 yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama
dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi
berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai,
hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah kelihatan pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage
break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga
yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus
menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan
menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat
ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai
unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT
dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

890 aSin Jozs  ledl lsiSud Llgjl aSimsil o o) $l> Ol awll yos
09sSen psi) wLY ds 8 Ol da> s
Artinya :"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah la telah

menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan
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merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir’

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian
adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana
yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai
berikut:

LS lawlg all 9By aizw o WS alll 2y BB 01 0lg
Artinya :“Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan
kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”,

Menimbang, terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri telah berpisah
tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali seperti semula, maka berarti
rumah tangga mereka telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari
kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon benar-benar telah “pecah” (broken marriage),
mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka
karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalan al-Quran Surat
ar-Rum ayat 31 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sesuai dengan
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri,
dengan demikian alasan Pemohon menceraikan Termohon telah sesuai dengan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal
66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118
dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah dirobah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon
dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, akan semua Pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon(xxxxxx) untuk menjatuhkan talak
1 (satu) raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Tangerang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh
Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan
Dra. Hj. Evi Triawianti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
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Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.
Dra. Hj. Evi Triawianti

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.
Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses ‘Rp 75.000,00

3. Panggilan 'Rp 900.000,00

4, PNBP Panggilan: Rp 20.000,00

5. Redaksi :Rp 10.000,00

6. Meterai :Rp 10.000.00

Jumlah :Rp  1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu

rupiah).
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